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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 30 TAHUN 2023        

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 69 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Keperluan Mendesak; 

b. bahwa sesuai hasil Telaahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

kepada Wali Kota Nomor 900/1066/300.02 Tanggal 26 Mei 2023 
Perihal Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan 

Mendesak;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 
70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023. 

8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 

Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 

2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 24 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar 

Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), yang 
terdiri atas Belanja Tidak Terduga. 
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2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 25 

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan 

sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima 
miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan. 

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 26 

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 huruf a direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam 

ratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; 

 

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 27 

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan 

sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima 
miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan  

c. Penghematan Belanja. 

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh 

miliar rupiah); 

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.550.000.000.000,- (lima ratus 
lima puluh miliar rupiah). 

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima 

puluh lima miliar rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 28 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) 
sebesar (Rp655.000.000.000,-) (enam ratus lima puluh lima 

miliar rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus 
lima puluh lima miliar rupiah. 
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6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 29 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran  Perubahan  APBD  

Yang   Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan  Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran   Perubahan    APBD   Menurut   
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

  

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 29 Mei 2023 

WALI KOTASAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 29 Mei 2023 

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ALI FITRI NOOR 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 421 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Plh. Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 

IKE NATALIA DAHLIANA, SH 

NIP. 19721024 200604 2 015 
 


